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Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kendal dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, Lembaga  Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara / kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor:XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik. 
Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Laporan kinerja dimaksud berguna untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Kendal  dalam satu tahun anggaran, baik berkaitan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran maupun menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai.

Untuk itulah Pengadilan Negeri Kendal membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Tahun 2016.
Tujuan penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Kendal  ini adalah dalam rangka : 

· Menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I. No: 516-1/SEK/KU.01/11/2015 tanggal 17 November 2015 perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2015  dan Dokumen Penetapan Kinerja Th.2016
· Memenuhi ketentuan sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 3 Undang - Undang No. 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaran Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menyatakan bahwa Asas Umum Penyelenggara Negara meliputi  Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas dan Asas Akuntabilitas. 
· Mengacu pada surat keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.  


1.
Kedudukan

Pengadilan Negeri Kendal adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Kabupaten Kendal berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang‐undangan.

Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kendal yakni:

1. 
Ketua melakukan pengawasan  internal mengenai :

1. Ketepatan waktu memulai persidangan .

2. Minutasi harus selesai tepat waktunya terutama terhadap perkara yang diajukan banding dan dalam perkara pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan.

3. Pelaksanaan Eksekusi yang memenuhi persyaratan yang sesuai Undang-Undang segera dilaksanakan

4. Tempat pelelangan dilaksanakan harus sama dengan tempat yang diumumkan dalam pengumuman lelang.

5. Mengevaluasi laporan periodik yang menyangkut kegiatan setiap Hakim dan Panitera Pengganti .

6. Mengevaluasi kinerja Wakil Ketua, Hakim, seluruh pejabat Kepaniteraan dan karyawan dibuat secara berjenjang.
2. 
Wakil Ketua  melakukan pengawasan intern mengenai :

1. Perbuatan dan tingkah laku pejabat peradilan termasuk kemampuan teknis administrasi dan moralitasnya..

2. Pentaatan jam kerja yang berlaku bagi pegawai dan tertib perkantoran..

3.  
Majelis Hakim Pengawas bidang masing-masing bertugas melakukan pengawasan :

1. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi perkara perdata/pidana, administrasi umum yang ditugaskan Pimpinan Pengadilan Negeri.

2. Pengisian register perkara secara tertib dan terus-menerus.

3. Penyampaian isi register oleh Panitera Muda Perdata/Pidana kepada Panitera Muda Hukum sebagai bahan pembuatan laporan.

4. Pembuatan laporan periodik oleh Panitera Muda Hukum.

5. Pelaksanaan tugas Jurusita sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Pembukuan keuangan perkara dibuat secara tertib dan terus-menerus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Khusus dalam pelaksanaan putusan pidana Hakim yang ditugaskan sebagai KIMWASMAT secara periodik mengunjungi Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan.
4. 
Panitera adalah bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, buku daftar, biaya perkara, dan surat‐surat lainnya disimpan di Kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan, mengeluarkan salinan putusan, melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.

5. 
Sekretaris adalah melaksanakan sebagian tugas Ketua dalam pengurusan surat - surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi Kepegawaian, Keuangan, dan Umum serta bagian Perencanaan, Informasi Tehnologi dan Pelaporan di Pengadilan Negeri Kendal dan sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan anggaran DIPA.

6. 
Panitera Muda Perdata adalah membantu Panitera dalam melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyiapkan berkas perkara banding yang telah selesai diputus untuk dikirim kembali kepada Pengadilan Tinggi dan menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.

7. 
Panitera Muda Pidana adalah membantu Panitera dalam melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan serta memberikan nomor register dan mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya, atau menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding dan menyerahkan perkara kepada Panitera Muda Hukum.

8. 
Panitera Muda Hukum adalah membantu Panitera dalam mengumpul, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang‐undangan.

10. 
Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana adalah membantu Sekretaris dalam melaksanakan sebagian tugas dalam mengelola dan membina administrasi Kepegawaian di Pengadilan Pengadilan Negeri Kendal, perumusan kebijakan fasilitasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang‐undangan yang berlaku.

11. 
Sub Bagian Umum dan Keuangan adalah membantu Sekretaris dalam melaksanakan sebagian tugas di bidang Pengelolaan dan Pembinaan Keuangan di lingkungan Pengadilan Negeri Kendal serta perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang‐undangan yang berlaku.

12. 
Sub Bagian Perencanaan, Tehnologi Informasi dan Pelaporan adalah membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan perencanaan anggaran yang dibutuhkan Pengadilan Negeri Kendal, memantau serta memaintance website Pengadilan Negeri Kendal dan juga membuat Laporan-laporan yang dibutuhkan pihak lain.
13. 
Panitera Pengganti mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik berita acara dan putusan. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana bila telah selesai diminutasi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Kendal  selama tahun 2015 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Pengantar Ikhtisar Eksekutif .

BAB I Pendahuluan, menggambarkan Latar Belakang hal ‐ hal umum tentang keadaan  Pengadilan Negeri Kendal  , Tugas dan Fungsi dan sistematika dari penyajian Lakip.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja,menggambarkan :

A. Rencana Strategi 2015 – 2019
1. Visi dan Misi

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

B. Rencana Kinerja Tahunan 2014
C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2015
BAB III Akuntabilitas Kinerja yang menjelaskan :

A.   Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja)

B.  Analisa Akuntabilitas Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran‐sasaran organisasi dengan pengukuran dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja).

BAB IV Penutup, menjelaskan kesimpulan dan saran‐saran, tinjauan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Kendal  serta strategi pemecahan masalah .

Lampiran yang terdiri dari :

1. Struktur Organisasi

2. Indikator Kinerja Utama

3. Rencana Kinerja Tahun 2015
4. Matriks Rencana Strategis 2015 – 2019
5. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah.



B II – PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

1.  VISI DAN MISI

Visi merupakan cara pandangan jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kendal  . Visi Pengadilan Negeri Kendal  mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN PADA PENGADILAN  NEGERI KENDAL  YANG AGUNG”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Kendal  , adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat

3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien

4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien

5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Kendal. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Kendal adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan penyelesaian perkara

2. Peningkatan aksepbilitas putusan hakim
3. Peningkatan efektifitas pengolahan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces t justice)
5. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Kendal  adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan penyelesaian perkara

2. Peningkatan aksepbilitas putusan hakim
3. Peningkatan efektifitas pengolahan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces t justice)
5. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

6. Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM

7. Peningkatan kualitas rencana program dan anggaran serta pelaporan secara transparan, efektif dan efisien.

8. Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasaranauntuk mendukung layanan prima pengadilan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :
	NO


	KINERJA UTAMA


	INDIKATOR KINERJA


	PENJELASAN
	PENANGGUNG JAWAB
	SUMBER DATA

	1.
	Meningkatnya penyelesaian perkara
	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
	Jml perkara mediasi yg menjadi  akta perdamaian X 100%

Jumlah perkara yang di mediasi
	Hakim Mediasi

Panitera/Sekretaris
	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	
	
	b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:

- Perdata

- Pidana
	Jml sisa perkara yang diselesaikan X 100%

Jml sisa perkara yang harus diselesaikan
	Majelis Hakim

Dan

Panitera/Sekretaris
	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	
	
	c. Persentase perkara yang diselesaikan:

- Perdata

- Pidana
	Jml perkara yang diselesaikan X 100%

Jml perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)
	Majelis Hakim

dan Panitera/Sekretaris
	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	
	
	d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
	Jml perkara yg diselesaikan dlm jangka waktu maks 6 bulanX 100%

Jml perkara yg harus diselesaikan dlm waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)
	Majelis Hakim

dan Panitera/Sekretaris
	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	
	
	e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
	Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan X 100%

Jumlah perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan
	Majelis Hakim

Panitera/Sekretaris
	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	2.
	Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:

- Banding

- Kasasi

- Peninjauan Kembali
	Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum X 100%

Jumlah putusan


	Majelis Hakim
	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	3.
	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
	a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
	Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap X 100%

Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK

Catatan:

Lengkap = terdiri dari bundel A dan B
	Panitera/

Sekretaris
	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	
	
	b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
	Jml berkas perkara yang didistribusikan ke MajelisX 100%

Jml berkas perkara yang diterima
	Panitera/

Sekretaris
	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	
	
	c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
	Jml relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. X 100%

Jml putusan
	Panitera/Sekretaris

Dan

Juru Sita
	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	
	
	d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat
	Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat X 100%

Jumlah permohonan penyitaan dengan
	Panitera/Sekretaris dan

Juru Sita
	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	
	
	e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
	Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara
	Majelis Hakim

dan  Panitera/Sekretaris
	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	4.
	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
	Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan X 100%

Jumlah perkara prodeo
	Majelis Hakim

dan  Panitera/Sekretaris
	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	
	
	b. Persentase amar putusan perkara (tipikor) yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus
	Jml amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses online maksimal 1 hari kerja X 100%

Jumlah amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat
	Ketua Pengadilan & Pan/Sek
	

	5.
	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
	Jml permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindaklanjuti X 100%

Jml permohonan eksekusi perkara perdata


	Ketua Pengadilan & Pan/Sek
	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan


3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Lima sasaran strategis tersebut diatas merupakan indikator kinerja untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :
a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Kendal  dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, 

2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, 

3. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu

4. Pengiriman berkas perkara banding dan kasasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu

5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara
b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dibuat untuk mencapai sasaran strategis peningkatan aksesibiltas masyarakat terhadap peradilan.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan program CTS/SIPP

2. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Unit Organisasi 
: Pengadilan Negeri Kendal
Tahun Anggaran 
: 2017
	NO


	SASARAN


	INDIKATOR KINERJA


	TARGET

	1.
	Meningkatnya penyelesaian perkara
	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
	90%

	
	
	b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
	100%

	
	
	c. Persentase perkara yang diselesaikan
	100%

	
	
	d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
	100%

	
	
	e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
	   0%

	2.
	Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:

- Banding

- Kasasi

- Peninjauan Kembali
	     100%

	3.
	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
	100%

	
	
	b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 
	100%

	
	
	c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
	100%

	
	
	d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.
	100%

	
	
	e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
	     100%

	4.
	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
	100%

	
	
	b. Persentase amar putusan perkara (tipikor) yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus
	     100%

	5.
	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 
	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

	    100%



PENETAPAN KINERJA

Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Kendal
Tahun Anggaran : 2017
Indikator Kinerj
	NO


	SASARAN


	INDIKATOR KINERJA


	TARGET

	1.
	Meningkatnya penyelesaian perkara
	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
	  85%

	
	
	b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
	100%

	
	
	c. Persentase perkara yang diselesaikan
	100%

	
	
	d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
	100%

	
	
	e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan
	  0%

	2.
	Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:

- Banding

- Kasasi

- Peninjauan Kembali
	    100%

	3.
	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
	100%

	
	
	b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 
	100%

	
	
	c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.
	100%

	
	
	d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat
	100%

	
	
	e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
	100%

	4.
	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
	100%

	
	
	b. Persentase amar putusan perkara  yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus
	    100%

	5.
	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 
	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
	    100%




Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Kendal  tahun 2016, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2016 ini.

Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam

tabel dibawah ini.
PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Kendal
Tahun Anggaran : 2016
	NO


	KINERJA UTAMA


	INDIKATOR KINERJA


	PENJELASAN
	PENANGGUNG JAWAB
	SUMBER DATA

	1.
	Meningkatnya penyelesaian perkara
	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
	Jml perkara mediasi yg menjadi  akta perdamaian X 100%

Jumlah perkara yang di mediasi
	Hakim Mediasi

Panitera/

Sekretaris
	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	
	
	b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:

- Perdata

- Pidana
	Jml sisa perkara yang diselesaikan X 100%

Jml sisa perkara yang harus diselesaikan
	Majelis Hakim dan Panitera/

Sekretaris
	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	
	
	c. Persentase perkara yang diselesaikan:

- Perdata

- Pidana
	Jml perkara yang diselesaikan X 100%

Jml perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)
	Majelis Hakim dan Panitera/

Sekretaris
	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	
	
	d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
	Jml perkara yg diselesaikan dlm jangka waktu maks 6 bulanX 100%

Jml perkara yg harus diselesaikan dlm waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)
	Majelis Hakim dan Panitera/

Sekretaris
	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	
	
	e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
	Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan X 100%

Jumlah perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan
	Majelis Hakim

Panitera/

Sekretaris 
	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan 

	2.
	Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:

- Banding

- Kasasi

- Peninjauan Kembali
	Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum X 100%

                             Jumlah putusan


	Majelis Hakim
	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	3.
	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
	a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
	Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap X 100%

Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK

Catatan: 

Lengkap = terdiri dari bundel A dan B 
	Panitera/

Sekretaris
	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan


	
	
	b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 
	Jml berkas perkara yang didistribusikan ke MajelisX 100%

Jml berkas perkara yang diterima 
	Panitera/

Sekretaris
	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	
	
	c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
	Jml relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. X 

100%

Jml putusan
	Panitera/

Sekretaris dan Juru Sita
	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	
	
	d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat
	Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat X 100%

Jumlah permohonan penyitaan dengan
	Panitera/

Sekretaris dan Juru Sita
	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	
	
	e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
	Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara 
	Majelis Hakim dan  Panitera/

Sekretaris
	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	4.
	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
	Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan X 100%

               Jumlah perkara prodeo
	Majelis Hakim dan  Panitera/

Sekretaris
	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	
	
	b. Persentase amar putusan perkara (tipikor) yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
	Jml responden yang puas terhadap proses peradilan X 100%

Jumlah responden yang disurvey
	Ketua Pengadilan & Pan/Sek
	Laporan hasil survey independen

	5.
	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
	Jml permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindaklanjuti X 100%

Jml permohonan eksekusi perkara perdata 


	Ketua Pengadilan & Pan/Sek
	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Kendal  Tahun 2016 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2016, Pengadilan Negeri Kendal  telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :
1.   SASARAN PENYELESAIAN PERKARA

Pencapaian sasaran Penyelesaian Perkara pada tahun 2016 sebagai berikut :
SASARAN PENYELESAIAN PERKARA
1. Pencapaian sasaran penyelesaian perkara pada tahun 2016 sebagai berikut :

	
	
	
	
	

	Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	%

	Penyelesaian Perkara
	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
	100%
	6%
	6% 

	 
	b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
	 
	 
	 

	 
	     1. Pidana : Singkat

	100%
	0%
	0%

	 
	                           Biasa
	100%
	100%
	100%

	 
	                           Cepat/ Lalin
	100%
	100%
	100%

	 
	    2. Pedata : Gugatan
	100%
	100%
	100%

	 
	                      Permohonan
	100%
	100%
	100%

	 
	c. Persentase  perkara yang diselesaikan
	 
	 
	 

	 
	     1. Pidana : Singkat
	100%
	0%
	0%

	
	
	
	
	

	 
	                           Biasa / Khusus
	100%
	85%
	85%

	 
	                           Cepat/ Lalin
	100%
	100%
	100%

	 
	    2. Pedata : Gugatan
	100%
	68%
	68%

	 
	                      Permohonan
	100%
	93%
	93%

	 
	d. Persentase Perkara yang diselesaikan dalam      jangka Waktu maksimal 5 bulan
	100%
	 100 %
	 

100 %

	 
	e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam  Jangka waktu  lebih dari 5 bulan
	0%
	0%
	0%


Untuk mencapai sasaran Penyelesaian Perkara, digunakan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu :
a.Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian.
b. Persentase sisa Perkara yang Diselesaikan.

c. Persentase Perkara yang Diselesaikan.
a.
Persentase Mediasi yang Menjadi Akta Perdamaian


Berdasarkan surat keputusan ketua Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang proses mediasi dan di perbaharui dengan Perma 1 tahun 2016, perkara gugatan yang masuk ke Pengadilan harus melalui proses mediasi agar perkara yang di daftarkan dapat di selesaikan diluar persidangan.

Pada tahun 2016 Pengadilan Negeri Kendal menerima gugatan perkara perdata sebanyak  43 perkara, dari jumlah gugatan perkara perdata tersebut yang menjadi akta perdamaian dalam mediasi sebanyak 3 perkara dan sebanyak 40 perkara gagal mediasi dan dilanjutkan ke persidangan.

Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian secara mediasi tidak tercapai, sebagai berikut :

1. Ketidakhadiran pihak yang berperkara langsung atau yang bersangkutan dan hanya mewakilkan kepada kuasa hukum, ini menjadikan kurang maksimalnya mediator dalam menggali informasi secara langsung berkaitan keinginan yang sesungguhnya dari pihak yang bersengketa, meski bukan berarti hal ini mengurangi kepercayaan terhadap kuasa hukum, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu disini ada perbedaan kepentingan, oleh karena itu di perlukan kearifan, kebijaksanaan dan etikad baik dari semua pihak termasuk kuasa hukum;

2. Dalam hal perkara perceraian para pihak sudah tidak mau berkomunikasi, atau bertemu satu sama lain, karena faktor perasaan.

3. Pandangan tentang keberadaan mediasi sebagai hal yang formal saja, yang mesti dijalani sehingga mempengaruhi kesungguhan dalam melaksanakan mediasi sebagai sarana untuk mencapai perdamaian;

4. Pandangan yang kurang yakin terhadap mediasi karena sebelum sengketa masuk ke pengadilan sudah pernah dilakukan upaya penyelesaian sengketa secara damai baik di keluarga dengan tokoh-tokoh masyarakat, didesa atau di tingkat kecamatan;

5. Ketidaktahuan dan pemahanan dari para pihak yang bersengketa tentang proses mediasi

6. Perlu adanya spesialisasi dari moderator tentang kasus-kasus tertentu, hal ini memberi konsekwensi bahwa seorang mediator harus mengetahui banyak hal atau mempunyai banyak pengetahuan.

Sebagai bahan perbandingan perkara gugatan perdata yang menjadi akta perdamaian sebagai berikut :
	TAHUN
	JUMLAH PERKARA
	MEDIASI BERHASIL
	PERSENTASE KEBERHASILAN ( %)

	2014
	34
	3
	9 %

	2015
	37
	3
	8 %

	2016
	43
	3
	7 %
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untuk capaian indikator kinerja persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian yang diselesaikan pada tahun 2014 sebanyak 9 % tahun 2015 sebanyak 8 % dan di tahun  2016 adalah sebanyak 7%, yaitu perbandingan perkara yang gagal mediasi sehingga berlanjut dalam persidangan.
KEADAAN PERKARA PERDATA GUGATAN

DI PENGADILAN NEGERI KENDAL TAHUN 2016
	NO
	BULAN
	SISA TAHUN

2015
	MASUK
	PUTUS
	SISA AKHIR

	1
	JANUARI
	11
	5
	2
	14

	2
	FEBRUARI
	
	4
	3
	15

	3
	MARET
	
	4
	8
	11

	4
	APRIL
	
	2
	2
	11

	5
	MEI
	
	5
	2
	14

	6
	JUNI
	
	7
	6
	15

	7
	JULI
	
	4
	1
	18

	8
	AGUSTUS
	
	2
	5
	15

	9
	SEPTEMBER
	
	1
	2
	14

	10
	OKTOBER
	
	3
	2
	15

	11
	NOPEMBER
	
	4
	2
	17

	12
	DESEMBER
	
	2
	2
	17

	JUMLAH
	11
	43
	37
	17


b.
Indikator Kinerja Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan adalah perbandingan antara sisa perkara yang diminutasi dengan jumlah sisa perkara. Persentase sisa perkara Pidana dan Perdata, yang masing-masing ditargetkan selesai 100 % pada tahun 2015, ternyata dapat tercapai 100 %. Hal ini berarti bahwa sisa perkara pada tahun 2015, yaitu Pidana sejumlah 39 perkara dan  Perdata sejumlah 14 perkara, seluruhnya dapat diselesaikan di tahun 2016.
· Perkara gugatan perdata dan permohonan perdata yang masuk tahun 2015 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan Desember 2015 dan baru disidangkan pada tahun 2016, sedangkan yang masuk di bawah bulan Desembr masih dalam proses pemeriksaan  maupun pembuktian / saksi.

Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2015 yang mencapai target sebesar 100 % menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di Pengadilan Negeri Kendal telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai ditahun berikutnya. 
Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara perdata gugatan yang diselesaikan, sebagai berikut :

	PERKARA
	TAHUN

	
	2014
CAPAIAN %
	2015
CAPAIAN %
	2016
CAPAIAN %

	SISA GUGATAN
	38 %
	30 %
	27 %

	SISA PERMOHONAN
	3  %
	3  %
	9 %


· Perkara pidana yang masuk di tahun 2015 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merubakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan Desember 2015 , sedangkan yang masuk di bawah bulan desember masih dalam proses pemeriksaan saksi maupun proses tuntutan.

	PERKARA
	TAHUN

	
	2014
CAPAIAN %
	2015
CAPAIAN %
	2016
CAPAIAN %

	SISA PIDANA
	17  %
	14 %
	16 %


Berikut ini disajikan grafik penyelesaian sisa perkara pidana dan perdata pada tahun 2016

Grafik penyelesaian sisa perkara Pidana dan Perdata 
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c.
Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan adalah perbandingan antara perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang diregister. Dibawah ini dijelaskan pencapaian persentase perkara yang diselesaikan untuk perkara Pidana dan perkara Perdata pada tahun 2016.
1.
Persentase Perkara Pidana Singkat yang diselesaikan.
Persentase perkara Pidana Singkat yang diselesaikan tahun 2016 adalah sebesar 0 %, yaitu perbandingan perkara yang diminutasi dengan perkara yang diregister.dan pada tahun yang sama yaitu tahun 2016 tidak ada perkara pidana singkat yang masuk :

	KEADAAN PERKARA PIDANA SINGKAT

	DI PENGADILAN NEGERI KENDAL TAHUN 2016

	
	
	
	
	
	

	NO
	BULAN
	SISA TAHUN 2015
	MASUK
	PUTUS
	SISA AKHIR

	1
	Januari
	0
	0
	0
	0

	2
	Februari
	 
	0
	0
	0

	3
	Maret 
	 
	0
	0
	0

	4
	April
	 
	0
	0
	0

	5
	Mei
	 
	0
	0
	0

	6
	Juni
	 
	0
	0
	0

	7
	Juli
	 
	0
	0
	0

	8
	Agustus
	 
	0
	0
	0

	9
	September
	 
	0
	0
	0

	10
	Oktober
	 
	0
	0
	0

	11
	Nopember
	 
	0
	0
	0

	12
	Desember
	 
	0
	0
	0

	JUMLAH
	0
	0
	0
	0


2.
Persentase Perkara Pidana Biasa yang diselesaikan

Persentase perkara Pidana Biasa yang diselesaikan tahun 2016 adalah sebesar 85%, yaitu perbandingan perkara yang diminutasi sebesar 240  perkara dengan perkara yang diregister sebesar 280 perkara.

Persentase perkara Pidana yang diselesaikan pada tahun 2016 ditargetkan 100% dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai 85%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2015 banyak perkara pidana biasa yang masuk di bulan Nopember dan Desember sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan pada tahun 2015. Hal tersebut menyebabkan adanya sisa perkara yang harus diselesaikan ditahun berikutnya. Berikut ini tabel mengenai keadaan perkara pidana biasa tahun 2016. 
KEADAAN PERKARA PIDANA BIASA DAN PIDANA KHUSUS

DIPENGADILAN NEGERI KENDAL TAHUN 2016

	NO
	BULAN
	SISA TAHUN

2015
	MASUK
	PUTUS
	SISA AKHIR

	1
	JANUARI
	39
	18
	11
	46

	2
	FEBRUARI
	
	27
	30
	43

	3
	MARET
	
	22
	22
	43

	4
	APRIL
	
	21
	28
	36

	5
	MEI
	
	17
	28
	25

	6
	JUNI
	
	27
	19
	33

	7
	JULI
	
	4
	11
	26

	8
	AGUSTUS
	
	25
	25
	26

	9
	SEPTEMBER
	
	24
	14
	36

	10
	OKTOBER
	
	14
	13
	37

	11
	NOPEMBER
	
	23
	24
	36

	12
	DESEMBER
	
	19
	15
	40

	JUMLAH
	39
	241
	240
	40


3. Persentase Perkara Pidana Khusus Anak yang diselesaikan
Persentase  Perkara Pidana Anak yang diselesaikan tahun 2016 adalah sebesar 100 % yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa tahun 2015 ditambahkan jumlah perkara yang masuk tahun 2016 sebanyak 16 perkara dan sisa 0 perkara sehingga capaiannya 100 % segingga target terpenuhi.

KEADAAN PERKARA PIDANA KHUSUS ANAK

DIPENGADILAN NEGERI KENDAL TAHUN 2016

	NO
	BULAN
	SISA TAHUN

2015
	MASUK
	PUTUS
	SISA AKHIR

	1
	JANUARI
	-
	2
	-
	2

	2
	FEBRUARI
	
	1
	-
	3

	3
	MARET
	
	1
	4
	-

	4
	APRIL
	
	5
	1
	4

	5
	MEI
	
	1
	4
	1

	6
	JUNI
	
	-
	-
	1

	7
	JULI
	
	-
	1
	-

	8
	AGUSTUS
	
	3
	2
	1

	9
	SEPTEMBER
	
	1
	1
	1

	10
	OKTOBER
	
	-
	1
	-

	11
	NOPEMBER
	
	2
	-
	2

	12
	DESEMBER
	
	-
	2
	-

	JUMLAH
	
	16
	16
	-


Adapun tabel perbandingan perkara pidana khusus anak pada tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

	Perkara Pidana Khusus
	2014
	2015
	2016

	
	Masuk
	Selesai
	Capaian %
	Masuk
	Selesai
	Capaian %
	Masuk
	Selesai
	Capaian %

	Anak
	6
	4
	70 %
	11
	11
	100 %
	16
	16
	100 %


4.
Persentase Perkara Pidana Cepat/Ringan dan Pelanggaran Lalu Lintas yang diselesaikan

Persentase perkara Pidana Cepat/Ringan dan Pelanggaran Lalu Lintas yang diselesaikan tahun 2015 adalah sebesar 100 %, yaitu perbandingan perkara yang diminutasi sebesar 17.668 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 17.668 perkara.

Persentase perkara Pidana Cepat/Ringan dan Pelanggaran Lalu Lintas yang diselesaikan pada tahun 2016 ditargetkan 100% dari total keseluruhan perkara yang masuk realisasinya tercapai 100 %. Hal ini dikarenakan pada tahun 2016 , perkara pidana Ringan/Cepat dan Pelanggaran lalu Lintas karena proses persidngan langsung diputus . Berikut tabel mengenai keadaan perkara pidana Ringan/Cepat tahun 2016.

KEADAAN PERKARA PIDANA CEPAT/RINGAN DAN PELANGGARAN LALIN

DI PENGADILAN NEGERI KENDAL TAHUN 2016
	NO
	BULAN
	SISA TAHUN

2015
	MASUK
	PUTUS
	SISA AKHIR

	1
	JANUARI
	-
	2
	2
	

	2
	FEBRUARI
	
	13
	13
	

	3
	MARET
	
	15
	15
	

	4
	APRIL
	
	16
	16
	

	5
	MEI
	
	6
	6
	

	6
	JUNI
	
	17
	17
	

	7
	JULI
	
	1
	1
	

	8
	AGUSTUS
	
	2
	2
	

	9
	SEPTEMBER
	
	6
	6
	

	10
	OKTOBER
	
	3
	3
	

	11
	NOPEMBER
	
	43
	43
	

	12
	DESEMBER
	
	5
	5
	

	JUMLAH
	-
	129
	129
	-


KEADAAN PERKARA PIDAN LALU LINTAS

DIPENGADILAN NEGERI KENDAL TAHUN 2016

	NO
	BULAN
	SISA TAHUN

2015
	MASUK
	PUTUS
	SISA AKHIR

	1
	JANUARI
	-
	1879
	1879
	

	2
	FEBRUARI
	
	1813
	1813
	

	3
	MARET
	
	1569
	1569
	

	4
	APRIL
	
	1874
	1874
	

	5
	MEI
	
	1925
	1925
	

	6
	JUNI
	
	1719
	1719
	

	7
	JULI
	
	622
	622
	

	8
	AGUSTUS
	
	1271
	1271
	

	9
	SEPTEMBER
	
	1157
	1157
	

	10
	OKTOBER
	
	1271
	1271
	

	11
	NOPEMBER
	
	1403
	1403
	

	12
	DESEMBER
	
	1165
	1165
	

	JUMLAH
	-
	17.668
	17.668
	-

	
	
	
	
	


Adapun tabel perbandingan perkara pidana cepat dan pidana lalu lintas  pada tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

	Perkara Pidana Khusus
	2014
	2015
	2016

	
	Masuk
	Selesai
	Capaian %
	Masuk
	Selesai
	Capaian %
	Masuk
	Selesai
	Capaian %

	Cepat dan Lalu lintas
	12.179
	12.179
	100 %
	13.576
	13.576
	100 %
	17.797
	17.797
	100 %
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5.
Persentase Perkara Perdata Gugatan yang diselesaikan

Persentase perkara perdata gugatan yang diselesaikan tahun 2016 adalah sebesar 68%, yaitu perbandingan perkara yang diminutasi sebesar 37 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 54 perkara.
Persentase perkara perdata gugatan yang diselesaikan pada tahun 2016 ditargetkan 100% dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai 68%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2015 masih ada sisa perkara perdata gugatan yang belum diputus dan akhirnya  diselesaikan pada tahun 2016. Hal tersebut menyebabkan adanya sisa perkara yang harus diselesaikan ditahun berikutnya. Berikut ini tabel mengenai keadaan perkara perdata gugatan tahun 2016.
KEADAAN PERKARA PERDATA GUGATAN

DI PENGADILAN NEGERI KENDAL TAHUN 2016
	NO
	BULAN
	SISA TAHUN

2015
	MASUK
	PUTUS
	SISA AKHIR

	1
	JANUARI
	11
	5
	2
	14

	2
	FEBRUARI
	
	4
	3
	15

	3
	MARET
	
	4
	8
	11

	4
	APRIL
	
	2
	2
	11

	5
	MEI
	
	5
	2
	14

	6
	JUNI
	
	7
	6
	15

	7
	JULI
	
	4
	1
	18

	8
	AGUSTUS
	
	2
	5
	15

	9
	SEPTEMBER
	
	1
	2
	14

	10
	OKTOBER
	
	3
	2
	15

	11
	NOPEMBER
	
	4
	2
	17

	12
	DESEMBER
	
	2
	2
	17

	JUMLAH
	11
	43
	37
	17


6.
Persentase Perkara Perdata Permohonan  yang diselesaikan

Persentase perkara Perdata Permohonan yang diselesaikan tahun 2016 adalah sebesar 94 %  yaitu perbandingan perkara yang diminutasi sebesar 179 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 191 perkara.

Persentase perkara Perdata Permohonan  yang diselesaikan pada tahun 2016 ditargetkan 100 % dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai 94%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2015 masih ada sisa perkara perdata permohonan yang belum diputus dan akhirnya diselesaikan pada tahun 2016. meskipun juga masih ada sisa perkara tahun 2015. Berikut ini tabel mengenai keadaan perkara perdata permohonan tahun 2016
KEADAAN PERKARA PERDATA PERMOHONAN
DI PENGADILAN NEGERI KENDALTAHUN 2015.
	NO
	BULAN
	SISA TAHUN

2015
	MASUK
	PUTUS
	SISA AKHIR

	1
	JANUARI
	3
	15
	10
	8

	2
	FEBRUARI
	
	18
	17
	9

	3
	MARET
	
	16
	20
	5

	4
	APRIL
	
	33
	23
	15

	5
	MEI
	
	8
	20
	3

	6
	JUNI
	
	7
	7
	3

	7
	JULI
	
	7
	3
	7

	8
	AGUSTUS
	
	21
	19
	9

	9
	SEPTEMBER
	
	10
	16
	3

	10
	OKTOBER
	
	16
	4
	15

	11
	NOPEMBER
	
	22
	25
	12

	12
	DESEMBER
	
	15
	15
	12

	JUMLAH
	3
	188
	179
	12
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d.
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Maksimal 5 (Lima) Bulan.
Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 ( Empat ) lingkungan peradilan. 

 Ukuran capaian Persentase Perkara Yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Maksimal 5 (Lima) Bulan adalah  perkara yang baru didaftarkan di Pengadilan Negeri Kendal sampai putusan  majelis hakim berjalan dengan baik sehingga tidak ada putusan yang melebihi dari 5 (lima) bulan. Adapun Jumlah Perkara Pidana yaitu sejumlah 280 Perkara, dan Jumlah Perkara Perdata yaitu 245 Perkara.
e.
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Lebih dari 5 (lima) Bulan.

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu lebih dari 5 (Lima) Bulan adalah sebesar 4%, dikarenakan ada penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Kendal yang lebih dari 5 (lima) bulan. Hal ini dikarenakan :

1. Pihak penggugat ataupun tergugat sering tidak hadir dipersidangan meskipun telah di panggil secara patut oleh jurusita / jurusita pengganti

2. Pihak yang berperkara berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendal atau tidak di ketahui alamatnya yang pasti sehingga pemanggilannya memerlukan rentang waktu yang lebih lama.

Sebagai bahan perbandingan persentase perkara yang diselesaiakan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

Sebagai bahan perbandingan persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan, sebagai berikut :

	PERKARA
	TAHUN

	
	2014
CAPAIAN %
	2015
CAPAIAN %
	2016
CAPAIAN %

	GUGATAN
	0 %
	0 %
	5 %


2. Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim.

Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang tidak mengajukan  Banding, tidak mengajukan Kasasi dan tidak mengajukan Peninjauan Kembali.

Indikator presentase berkas perkara di Pengadilan Negeri Kendal yang tidak mengajukan Banding tidak mengajukan Kasasi dan tidak mengajukan Peninjauan Kembali tahun 2016 yang ditargetkan 100% tercapai 97%. Adapun rincian jumlah berkas perkara yang tidak Banding, tidak Kasasi maupun tidak Peninjauan Kembali Pidana dan  Perdata pada tahun lalu adalah sebagai berikut :
1. Jumlah perkara Pidana :
· Tidak banding
:
274 perkara;

· Tidak Kasasi
:
272 perkara;

· Tidak Peninjauan Kembali
:
278 perkara.

2. Jumlah perkara Perdata :
· Tidak Banding
:
243 perkara;

· Tidak Kasasi
:
241 perkara;

· Tidak Peninjauan Kembali
:
245 perkara.
Jumlah Putusan Perkara Pidana : 240 Perkara.

Jumlah Putusan Perkara Perdata : 216 Perkara
Berikut ini grafik berkas perkara pidana dan perdata, yang tidak mengajukan  Banding, Tidak mengajukan Kasasi dan tidak mengajukan Peninjauan Kembali  pada tahun 2016 :
	
	Tidak Banding
	Tidak Kasasi
	Tidak Peninjauan Kembali

	Perkara Pidana
	274
	272
	278
	

	Perkara Perdata
	243
	241
	245
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3. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan penyelesaian Perkara.
a. Persentase  berkas yang diajukan  kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap mencapai target 100% di tahun 2016.
Adapun berkas Kasasi yang lengkap ada 4 (empat) berkas.

Adapun berkas Kasasi yang diajukan ada 4 (empat) berkas.
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan  ke majelis mencapai target 100% di tahun 2016.
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak mencapai 100%  di tahun 2016.

Adapun jumlah Relaas Putusan  ada 10 ( Sepuluh ) Relaas.

Adapun jumlah Relaas Putusan tepat waktu ada 10. ( Sepuluh ) relaas.
d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat mencapai 100% di tahun 2016.

Jumlah permohonan Penyitaan yaitu ada 2 (dua).

e. Ratio majelis hakim terhadap perkara mencapai 100% di tahun 2016.
4.   Peningkatan aksesibilitas msyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

a. persentase perkara prodeo yang diselesaikan mencapai 0 % dari keseluruhan perkara tahun 2016 karena pada tahun tersebut Pengadilan Negeri Kendal tidak menangani perkara prodeo.

b. persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat mencapai 2 % di tahun 2016 karena ada perkara yang menarik perhatian masyarakat dan dapat di akses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak di putus.

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan,

· Persentase permohonnan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti mencapai target 100 % karena semua permohonan eksekusi yang ada di pengadilan negeri Kendal berjalan dengan baik dan tidak ada perlawanan hukum.
Adapun jumlah permohonan Eksekusi ada 8 (delapan).

Jumlah Permohonan Eksekusi yang ditindaklanjuti ada 8 (delapan).

Tabel perbandingan jumlah perkara pada tahun 2013 s/d 2016 sebagai berikut :

	 
	2013
	2014
	2015
	2016

	 
	MASUK
	PUTUS
	MASUK
	PUTUS
	MASUK
	PUTUS
	MASUK
	PUTUS

	GUGATAN
	          35 
	              21 
	              31 
	              18 
	              37 
	              26 
	 43
	 37

	PERMOHONAN
	    1.738 
	        1.738 
	           134 
	           130 
	           231 
	           238 
	 188
	179 

	PIDANA BIASA & KHUSUS
	        235 
	           203 
	           219 
	           182 
	           270 
	           231 
	 241
	 240

	PIDANA CEPAT DAN LALIN
	  16.785 
	      16.785 
	      12.314 
	      12.314 
	      13.576 
	      13.576 
	 17.797
	17.797 




Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Kendal Tahun 2015 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawaban sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Kendal Tahun 2015 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2016. 

Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Kendal pada tahun 2015 diuraikan sebagai berikut :

1. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oeh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Kendal  pada tahun 2015 adalah :

· Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi.

· Penyelesaian perkara pada tahun 2015 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik. Walaupun penyelesaian perkara belum mencapai target, namun sisa perkara ditahun 2014 dapat diselesaikan seluruhnya di tahun 2015 dan telah memenuhi target.

· Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Negeri Kendal tahun 2015 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target.
· Penyerapan Anggaran baik DIPA 01 Badan Urusan Administrasi maupun DIPA 03 DIRJEN Badan Peradilan Umum telah terlaksana dengan baik .
2. Kendala atau Hambatan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Negeri Kendal diantaranya

· Perkara yang masuk pada akhir tahun dibulan Oktober dan Nopember khususnya perkara perdata cukup banyak menghambat pencapaian target penyelesaian perkara tahun berjalan dan Perkara yang masuk pada akhir tahun dibulan Desember khususnya perkara pidana cukup banyak, hal ini dapat disebabkan pengiriman dari pihak Kejaksaan Negeri yang cenderung menghabiskan sisa perkaranya di tahun berjalan. 


Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk mengatasi kendala atau hambatan seperti tersebut diatas adalah :

· Perkara yang masuk pada akhir tahun diupayakan penyelesaian secepatnya sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur).

· Melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri supaya dapat mengirimkan berkas perkarnya supaya tidak menumpuk diakhir tahun.
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